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SIDANG DIBUKA PUKUL 10.43 WIB

KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk
kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Mejelis menyampaikan
permohonan maaf karena sidang ini agak terlambat dimulai dengan
adanya penyelesaian administrasi beberapa putusan dan ketetapan yang
akan dibacakan sehingga baru lengkap untuk diucapkan.

Baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk pengucapan
beberapa ketetapan dan putusan.

Ya, kita mulai dengan ketetapan Nomor 118.

KETETAPAN
NOMOR 118/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima
permohonan bertanggal 31 Agustus 2023, yang
diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia
bernama Lisa Corintina, yang diterima
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4
September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan
Permohonan Pemohon Nomor 116 dan seterusnya,
dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik pada tanggal 11 September
2023 dengan Nomor 118 dan seterusnya;
b. Dianggap dibacakan.
c. bahwa terhadap permohonan tersebut, berdasarkan
Pasal 34 uu MK, Mahkamah telah
menyelenggarakan persidangan pada tanggal 5
Oktober 2023 dengan agenda Pemeriksaan
Pendahuluan dan seterusnya;
d. bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, Mahkamah
menerima surat elektronik Pemohon perihal



Mengingat :

—

Penarikan Permohonan Pengujian Pasal 19 ayat (2)
huruf ¢ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah Terhadap Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perkara Nomor
118 dan seterusnya;

bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan
penarikan  kembali sebagaimana di atas,
Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada
tanggal 18 Oktober 2023, pukul 09.05 WIB,
dengan agenda untuk mengonfirmasi permohonan
penarikan kembali yang diajukan oleh Pemohon.
Dalam sidang dimaksud, Majelis Panel
mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan
Pemohon  membenarkan  ihwal  penarikan
permohonannya;

bahwa terhadap penarikan kembali permohonan
Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) Undang-
Undang MK menyatakan, dan seterusnya, dan
Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang MK
menyatakan, dianggap dibacakan;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf e/sic/] di atas, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada tanggal 18 Oktober
2023, telah berkesimpulan bahwa pencabutan
atau penarikan kembali permohonan Perkara
Nomor 118 dan seterusnya beralasan menurut
hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan
kembali permohonan a guo,

bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada
huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim
memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi
untuk mencatat perihal penarikan kembali
permohonan Pemohon dan buku ... dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan
mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada Pemohon;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan seterusnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 118/PUU-XXI/2023
mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4867) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan
a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 118/PUU-XXI/2023
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang
dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua
merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny
Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P.
Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada
hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu
dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh
tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai
diucapkan pukul 10.50 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi kecuali M.
Guntur Hamzah, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

KETETAPAN
NOMOR 120/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Sidang Luar Biasa MPR
Republik Indonesia atas Dugaan Pelanggaran Pidana Oleh Presiden dan
Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagai berikut:

Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima
permohonan, bertanggal 28 Agustus 2023, dari
perorangan Warga Negara Indonesia bernama
Meidiantoni, S.E., M.M,, yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31
Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan
Permohonan Pemohon Nomor 113 dan seterusnya
dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi  Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor



120/PUU-XXI/2023 pada tanggal 14 September
2023;

dianggap dibacakan.

bahwa sebelum pelaksanaan sidang Panel dengan
agenda pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah
Konstitusi telah menerima surat elektronik (email)
dari Pemohon, bertanggal 27 September 2023,
perihal  surat  penarikan/pencabutan  seluruh
Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap
UUD 1945 Sesuai Daftar Permohonan pada Pokok Isi
Surat, yang pada pokoknya  mengajukan
penarikan/pencabutan terhadap permohonan Nomor
120 dan seterusnya;

bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan
penarikan kembali sebagaimana tersebut di atas,
Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada
tanggal 2 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB, dengan
agenda untuk mengonfirmasi permohonan penarikan
kembali yang diajukan oleh Pemohon dan
seterusnya;

bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul 12.21
WIB, Mahkamah menerima kembali surat elektronik
(email) dari Pemohon mengenai
Penarikan/Pencabutan Perkara Nomor 120 dan
seterusnya sesuai dengan nasihat Majelis Panel
Hakim pada sidang konfirmasi sebagaimana
dimaksud pada huruf d di atas;

bahwa terhadap penarikan kembali permohonan
Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK
menyatakan, dan seterusnya;

bahwa berdasarkan  ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf f di atas, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada tanggal 5 Oktober
2023, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau
penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 120
dan seterusnya beralasan menurut hukum dan
Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a guo;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf g di atas,
Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan
Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali permohonan Pemohon
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas
permohonan kepada Pemohon;



Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun
1945 dan seterusnya;

MENETAPKAN:

—

Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 120/PUU-XXI/2023 mengenai
Permohonan Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 terhadap Sidang Luar Biasa MPR Republik
Indonesia atas Dugaan Pelanggaran Pidana Oleh Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan
a quo,

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat

perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 120/PUU-XXI/2023

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap
Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny
Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah,
dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis,
tanggal lima, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun
dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 10.56 WIB, oleh
delapan Hakim Konstitusi, tanpa dihadiri oleh M. Guntur Hamzah,
dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.

Selanjutnya.

KETETAPAN
NOMOR 121/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang



Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang

d.

bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut
Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal
28 Agustus 2023 yang diajukan oleh perorangan
Warga Negara Indonesia bernama Meidiantoni,
S.E., M.M. Permohonan & qguo diterima di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4
September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan
Permohonan Pemohon Nomor 117 dan seterusnya.
dianggap dibacakan.

bahwa sebelum pelaksanaan sidang Panel dengan
agenda Pemeriksaan Pendahuluan, pada tanggal 27
September 2023 Mahkamah menerima surat
elektronik Pemohon perihal surat
penarikan/pencabutan  seluruh  Permohonan  Uji
Materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan
seterusnya dianggap dibacakan.

bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan
penarikan kembali sebagaimana tersebut di atas,
Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada
tanggal 2 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB, dengan
agenda untuk mengonfirmasi permohonan penarikan
kembali yang diajukan oleh Pemohon. Dalam sidang
dimaksud, Majelis Panel mengklarifikasi perihal
penarikan dimaksud dan Pemohon membenarkan
ihwal penarikan permohonannya;

bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul 12.21
WIB Mahkamah menerima kembali surat elektronik
Pemohon mengenai Penarikan/Pencabutan Perkara
Nomor 121 dan seterusnya.

bahwa terhadap penarikan kembali permohonan
Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK
menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan.
bahwa  berdasarkan  ketentuan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf f di atas, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada tanggal 5 Oktober
2023 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau
penarikan kembali permohonan Nomor 12[sic!] dan
seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan
Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a guo;

bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf
g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim



memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk
mencatat perihal penarikan kembali permohonan
Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan
berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 121/PUU-XXI/2023 mengenai
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a
quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal
penarikan kembali permohonan Nomor 2 ... 121/PUU-XXI/2023 dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

—

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap
Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny
Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin
Adams, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada
hari Kamis, tanggal lima, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh
tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober,
tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.02 WIB,
oleh delapan Hakim Konstitusi tanpa dihadiri oleh M. Guntur Hamzah
dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.



KETETAPAN
NOMOR 125/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai
berikut:
Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut Mahkamah) telah menerima
permohonan bertanggal 5 September 2023,
diajukan oleh perseorangan Warga Negara
Indonesia bernama Meidiantono[sic/], S.E.,
M.M., vyang diterima di Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 5 September 2023
dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik dengan Nomor 126] sic/]
dan seterusnya.
b. Dianggap dibacakan.
c. Bahwa pada tanggal 27 September 2023
Mahkamah  menerima  surat  elektronik
Pemohon perihal surat penarikan/pencabutan
seluruh Permohonan Uji Materiil Undang-
Undang terhadap UUD 1945 Sesuai Daftar
Permohonan Pada Pokok Isi Surat, yang pada
pokoknya mengajukan penarikan/pencabutan
permohonan Nomor 126][ sic/] dan seterusnya.
d. Bahwa untuk menindaklanjuti surat
permohonan penarikan kembali sebagaimana
tersebut di atas, Mahkamah
menyelenggarakan persidangan pada tanggal
2 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB, dengan
agenda untuk mengonfirfasi ... mengonfirmasi
permohonan penarikan kembali yang diajukan
oleh Pemohon. Dalam sidang dimaksud,
Majelis Panel mengklarifikasi perihal penarikan
dimaksud dan Pemohon membenarkan ihwal
penarikan permohonannya;
e. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul
12.21 WIB Mahkamah menerima kembali surat
elektronik dari Pemohon mengenai
Penarikan/Pencabutan Perkara Nomor



126[ sic/] dan seterusnya.

f. Bahwa terhadap penarikan kembali
permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat
(1) UU MK menyatakan, sebagai berikut
dianggap dibacakan. Dan Pasal 35 ayat (2) UU
MK menyatakan, juga dianggap dibacakan.

g. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf f di atas, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada tanggal 5
Oktober 2023, telah berkesimpulan bahwa
pencabutan atau  penarikan  kembali
permohonan Perkara Nomor 125 dan
seterusnya, beralasan menurut hukum dan
Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a guo,

h. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum
pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan
Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah
Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali permohonan Pemohon dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-
BRPK) dan mengembalikan salinan berkas
permohonan kepada Pemohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik

—

Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya

MENETAPKAN:

. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 125/PUU-XXI/2023

mengenai Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 10 Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 196[sic/] tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 ditarik kembali;

. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a

quo,

. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal

penarikan kembali Permohonan Nomor 125/PUU-XXI/2023 dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X
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Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap
Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel
Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima, bulan Oktober, tahun dua
ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa[sic/] tanggal dua
puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai
diucapkan pukul 11.08 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, tanpa
dihadiri M. Guntur Hamzah, dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat
atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

KETETAPAN
NOMOR 133/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
Menimbang: a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima
permohonan bertanggal 22 September 2023, yang
diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia
bernama Meidiantoni, S.E., M.M yang diterima
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22
September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan
Permohonan Pemohon Nomor 129 dan seterusnya.

b. Dianggap dibacakan.

c. Bahwa sebelum pelaksanaan sidang Panel dengan
acara pemeriksaan  pendahuluan, = Mahkamah
menerima surat elektronik (emai/) Pemohon pada
tanggal 27 September 2023 perihal Surat
Penarikan/Pencabutan  Seluruh  Permohonan  Uiji
Materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 Sesuai
Daftar Permohonan pada Pokok Isi Surat yang dan
seterusnya,

d. Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan
penarikan kembali sebagaimana tersebut di atas,
Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada
tanggal 2 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB, dengan
acara konfirmasi penarikan permohonan yang



—
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diajukan oleh Pemohon. Dalam sidang dimaksud,
Majelis Panel mengklarifikasi perihal penarikan
dimaksud dan Pemohon membenarkan ihwal
penarikan permohonannya;

e. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul 12.21 WIB
Mahkamah menerima surat elektronik mengenai
Penarikan/Pencabutan Perkara Nomor 133 dan
seterusnya sesuai dengan nasihat Majelis Panel pada
sidang konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf
d di atas;

f. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan
Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK
menyatakan, dianggap dibacakan. Dan Pasal 35 ayat
(2) UU MK menyatakan dianggap dibacakan.

g. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim
pada tanggal 5 Oktober 2023, telah berkesimpulan
bahwa pencabutan atau penarikan  kembali
permohonan Perkara Nomor 133 dan seterusnya
beralasan menurut hukum.

h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf
g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim
memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk
mencatat perihal penarikan kembali permohonan
Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK).

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan seterusnya.
MENETAPKAN:

Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 133/PUU-XXI/2023
mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5226) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan
a quo;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 133/PUU-XXI/2023
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
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KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang
dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua
merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel
Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P.
Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada
hari Kamis, tanggal lima, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh
tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober,
tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.14 WIB,
oleh delapan Hakim Konstitusi tanpa dihadiri oleh M. Guntur Hamzah
dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili,
dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

114

PUTUSAN
NOMOR 93/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:

Nama : Guy Rangga Boro, S.H.

Selanjutnya disebut sebagai ------------============mmmm-m- Pemohon;
[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA
Dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang menguji permohonan a guo.

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh
permohonan Pemohon & gquo, terlebih dahulu Mahkamah
mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan a
guo adalah pengujian norma Pasal 169 huruf g UU 7/2017, yang



[3.4]

[3.5]

[3.6]
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tidak berbeda dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor
90 dan seterusnya, Tahun 2023. Sementara itu, berkenaan
dengan Perkara Nomor 90 tersebut, Mahkamah telah
menjatuhkan Putusan atas Perkara a quo yang telah diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16
Oktober 2023, di mana terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017
Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana
dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 a
quo, yang menyatakan:

1, 2, 3, dianggap telah dibacakan.

Oleh karena itu, terlepas dari ... dalam Putusan a guo
terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda
(concurring opinion) dan pendapat yang berbeda (dissenting
opinion), berkaitan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017
yang menjadi objek permohonan a guo telah memiliki pemaknaan
baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90
tahun 2023 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK], bukan lagi
sebagaimana yang termaktub dalam permohonan Pemohon.
Dengan demikian, terlepas permohonan a guo memenuhi
ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak memenuhi, dalil
permohonan[sic!] berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas
norma Pasal 169 huruf g UU 7/2017, adalah telah kehilangan
objek.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan a guo telah
kehilangan objek maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi
untuk mempertimbangkan Kedudukan Hukum dan Pokok
Permohonan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,
Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon telah[sic!]
kehilangan objek.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan
lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas,

Mahkamah berkesimpulan:

[4.1]
[4.2]
[4.3]

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo;

Permohonan Pemohon kehilangan objek;

Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan tidak
dipertimbangkan.
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Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap
Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams,
masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh
belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun
dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.19 WIB, oleh
delapan Hakim Konstitusi yaitu tanpa dihadiri oleh M. Guntur Hamzah,
dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 96/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh: Riko Andi Sinaga.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2023
memberi kuasa kepada Purgatorio Siahaan S.H., dan kawan-
kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA
Dan seterusnya dianggap dibacakan.
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HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo.

[3.3]

[3.4]

[3.5]

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh
permohonan Pemohon & qguo, terlebih dahulu Mahkamah
mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan
a quo adalah pengujian norma Pasal 169 huruf g Undang-
Undang Nomor 7/2017, yang tidak berbeda dengan objek
permohonan dalam Perkara Nomor 90 dan seterusnya 2023.
Sementara itu, berkenaan dengan Perkara Nomor 90 dan
seterusnya 2003 ... 2023, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan
atas Perkara a guo yang telah diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, di mana
terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017
Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana
dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90
dan seterusnya Tahun 2023, yang menyatakan: 1, 2, 3 dianggap
dibacakan.

Oleh karena itu, terlepas dalam Putusan a guo terdapat
hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda (concurring
opinion) dan pendapat berbeda (dissenting opinion), berkaitan
dengan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017
yang menjadi objek permohonan a g